BAB I

FENDAHULUAN

L.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu indikator umum vang menentukan
kesuksesan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan ukuran kemajuan ekonomi
suatu negara dan daerah Jamﬂrmkaitﬂ.nn}rn_yaqmﬂ-.m aktivitas ekonomi suatu rakyat,
terutama dalam kenaikan M&nn‘;ﬂl M!ﬂl?}.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa jauh dampak aktivitas ekonomi dalam
menghasilkan pendapatan selama periode waktu tertentu bagi masyarakil. Beberapa faktor
vang mendorong pertumbuhan ekonomi, vaitu penerimoan, pengeluaran, serta pembiayaan
{Wiksuana, 201 8). Penerinaan merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi, Oleh sebab
itu pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintsh daerah untuk mengoptimalkan semua
potensi sumber daya dan menciptakan lapangsn kerjs baru bagi masyarakat, sehingga
mempengarulii pembangunan serta perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Dalm mengukur
pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
sedangkan WWWM}MJ mnm.hi‘?i‘ﬂﬂﬂnrmﬁ Bruio (PDRE)
{Priantana, 2021},

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimulsi pada periode reformasi menyusul
jatuhnya kekuasaan pemerintah orde bara. Sistem pemerintahan terpusat yang diterapkan di
bawah Presiden Svharto dipandang tidak mampu mengusung ketentraman masyarakat lsas,
tetapl hanya untuk beberapa daerah atau kelompok minoritas, schingga memicu tontutan untuk
kekuasaan vang lebih besar (Fauzyni, 2013). Pembangunan daerah telsh mengakibatkan
penerimaan dan pengeluaran fiskal antar daermh dan pusat tidak seimbang. Jika strategi

sentralisasi tidak dopat menaikkan ketentraman rakyat dengan meningkatkon pertumbuhan
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Otonomi.

Desentralisasi fiskal dan otonomi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.

23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014
desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi




Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi At as Dasar Harga Konstan 2000, Menurot
Lapangan Usaha Kabupaten Ketapang (miliar rupiah) 2013-2021

Tahun Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonoml
2013 Rp. 12 476,38 472
2014 Rp. 12 320,50 2.76
2015 Rp. 13 529.10 5,53
2016 Rp. 14 607,93 .97
2017 Rp. 15 661,14 721
2018 Rp. 16 BRT.78 7.3
2019 Rp. 17 999,84 6,58
2020 Rp. IT911.87 .49
2021 Rp. 18 848,70 525

Sumber : Badam Pusar Statistiba Kabupaten Ketapang 2028 fdiolafh)

Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi FDRB selama 2013-2021 rata-
rata berada pada mlsi 5.37%. Namun mulai tabun 2014 tingkat PDRB furun menjadi 2,76
dan kembali meninglkat di tahun 2015 don 2016 dengan tingkat PDRB sebesar 5,53% don
7.97%. Aln tetapt kembali mengalami penurunan di tahun 2017 dengan tingkat PDRB sebesar
7.21%, Dy tabun 2019 dan 2020 terus mengalums penurunon yang cukup signifikan angka
pertumbuhan PERB tersebut yaitu 6,58% dan -0,49% dimana di tahon 2020 Lajy pertumbuhan
PDRB mengalami kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi makan
dan minum sebesar 28, 01%. Terkadang kenaikan don pemurunan PDRB menunjukan Kinerja
ekonomi yang buruk, dengan data distas meniinjiikan babwa di periode desentralisasi fiskal
setiap daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangannys sendini ternyata belum
menunjukan pertumbuhan yang signifikan.

Meningkatnya kebutuhan masyaraknt mendorong pemerintah duerah gura menaikkan
pendapatan dengan memperhatikan penerimaan ashi doerahnya. Selain upaya pemerintah
daerah dalam mengkaji sumber pendapatannyz, daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan

komponen pendapatan asli daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Sumber



pendapatan lain yang dipakai untuk mendanai pengelsaran daerah adalah Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum.

Faktor-fakior tersebut ialah pendapaton asli doerah yang digunakan untuk mendanai
penerapan desentraliszsi berdosarkan UL No. 23 tahun 2014, Unsur pertansa dari desentralisasi
fiskal yaitu penerimaan bagi daerah vang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak dan
Retribusi Daerah. Dari penerimaan tersebut, termasuk modal dasar dan mewakili pemerintah
daerah untuk menerima dana pembangunan serts melengkapi pengelusran daerah Karena
Pajak dan Retribusi Daerahi bersumber dari daerh sendiri, maka-Pajak dan Retribusi Daerah
dapat dijadikan sebagay suatu mdikator keberhasilon desentralisasi fiskal.

Tabel 1.2 Realisasl Total Pendapatan Dacrah vang berasal dar Pajak Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2013-2021

Tahun Pajak Daerah Pertumbuhan | %)
2013 Bp. 95.490.4h6.5552] ST57
2014 Bp. 40.237.528. 586,04 4R35
2005 Rp. 59.219.129.904.(0 19.79
2016 Bp. 64.656.579.167.25 9,18
2017 Rp. S0.BE4 6001428, 00 40.57
2018 By, 909 T03.199. 867,04 .70
2019 Rpl0Z612.131.561.00 g
2020 Rp.l3ﬂ.ﬂl§.ﬁj 1.658 50 26,72
2021 Rp.126:208.012,13]1 42 -2.94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang 2022

Pada Tabef 1.2 pendapatan Kabupaten Ketapang dari sektor pajak doerah mempumnyai
penurunan pada talun 2014 dan 2021. Pajak dacrah adalah hak dan kewajiban atau wuran wajib
vang dibebankan kepoda masyarakat setiap tabun. Dilihat dari Tabel 1.2 Total pendapatan

bersumber dari pajak derah Kobupaten Ketapang menurun pada tahun 2014 sebesar Rp.



49.437.528:586.94 dengan pertumbuhan negatif sebesar -48,23% dan penurunan pada tahun
2021 dengan total sebesar Rp. 126.208.012.131.42 dengan pertumbuhan negatif -2,94%

Tabel 1.3 Reallsasl Total Pendapatan Daerah vang berasal darl Retribusi Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2003-2021.

Tahun Retribusl Daerah Pertumbuhan (%)
2013 Rp. 7.040.105.524,25 8.13

2014 Rp. 6.394.886.226,00 -19.46

2015 Bp. 6.332.325 063,00 214

2016 Rp. 71 Tﬁ.:iﬁ-_ﬂjﬁ,ﬂﬂ 986

2017 Fp. 9.738.423.968.00 35.00

2018 Rp. 9.589,308.854 38 -1.53

2019 Rp. 3904825 260,00 38,42

2020 Rp. 9:263.697.636,00 56,88

2021 Rp. 7.661.608.115,00 -17.29

Sumber : Badan Pusal Statistik Kabupaten Ketapaong 2022

Tabel 13 digtas menunjukon bahwa pertumbuhan retribusi daergh vang diperoleh
Kabupaten Ketapang tahon 2013-2021 mengalomi Auktuasi.  Retribusi deersh hanya
dibayarkanaleh mereka vang memakai layvanan atsn memiliki izin dan pemenntah.

Dilihat dari Tabel 1.3 Total pendopatan bersumber dari retribusi daerah Kabupaten
Ketapang mengalami penurunan pada tahun 2014, 2018, 2019, dan 2021 menyebabkan
pendapatun retribusi menimn dan pertumbuban negatif dar tahun sebelumnya yang
mempunyai nilsi  pertumbuhan &, 15% menjadi -19.46% unfuk tahun 2014 dan penurunan
kembali terjadi di tahun 2018 -1.53 dan semakin menurun di tohun 2019 -38 42%, Pada tahun
202! mengalami pertumbuhan yang negatif kembali yaitu sebesar -17,20%.

Penerimaan pajak deerah dan retribusi daerah pada tahun 2013-2021 mengalami
fluktuasi setinp {ahunnya, dan harapan kenatkan pertumbuhan PDRB setelah penetapan
desentralisasi fiskal tidak terwujud. Kondisi i terlihat dan angka pertumbuhan PDRB yang

masih fluktuatif. kemungkinan karena penyalahgunaan vang berlebihan dari pajak daerah.



Komponen kedus dari desentralisasi fiskal adalsh Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil
merupakan pendapatan yvang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, biaya pengadaan tanah,
bangunan, serta pendapatan sumber daya alam.

Tabel 1.4 Reallsasl dan Pertumbuhan Dana Bagl Hasll Pajak/Bukan Pajak di
Kabupaten Ketapang Tahun 2013-2021

Dana Bagl Hasll Pajak/Bukan
Tahun Pertumbuhan (%)
FPajak
2013 Rp. 123562002 472,00 -5,30
2014 Rp. 135677.283521.00 2599
2015 Rp. 148 307.053.903.00 468
2016 Rp. 130335:179:028.00 1217
2017 Rp. TIEA52 099, 884,00 .13
2018 Rp. 118.619.305, 1 1 1.00 0,16
2019 Rp. T0307. 570,746,040 40,73
2020 Bp.  119.828.695.936,00 7043
2020 Rp. 0 - 10000

Sumber : Bedan Pusat Statistik Kebupaten Ketapang 2022 (diolul)

Pada Tabel 1.4 memmjukan bahwa Dams Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak vang diterima
di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021 memiliki persentase pertumbuban vang negatif.
Dinulai dari tabun 2083 sebesar -3.39 kemudian mengalami peninglkatan pada tahun 2014
sebesar 25,99 dan menurun secara beruruton di tahun 20152017 yang masing-masing
memiliki pertumbuhan sebesar 4,68, ~12,17, <413 serta di tabun 2018 Dana Bagi Hasil
Pajuk/Bukan Pajak yang diterima mengalami sedikit kenakan sehingga pertumbuhan
mengalami kenailkan sebesar 0,16%. Pada talun 2019 kembali mengalami penurunan drastis
dengan nilai pertumbuhan -40,73 dan tahun 2021 tidak menerima dans sehingga menyebabkan
pertumbuhan menurn - [0

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berasal dari penenimaan APBN yang dibagihasilkan

secara proporsional ontuk membavar keperluan dserah guns menjalinkan desentralisasi.



walaopun Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajok bukan fakior otama ontuk memacu
pertumbuhan, namun berlaku penting guna menaikkan persemase pertumnbuhan Kabupaten
Ketapang melewati asupan dan pengelolsan yang baik. Komponen ketiga dari desentralisasi
fiskal adalah Dana Alokasi Umum. Mengatur pelaksanzan wrusan pemerintahan dan
pembangunan sesuai dengan tugas dan kekuasaan yang dilimpahkan pada pemerintah daersh
sesual dengan penerapan hukum yang berlaku. Sumber pendanaan doersh termasuk dana
desentralisasi. Pelaksanaan funpgsi pemerintaban dilakukon apabils tersedianya  sumber
pendanaan yang memadai. Salah satu sumber dana daerah falah disna perimbangan yaitu Dana

Alokast Umum.

Dana Alokasi Umum didanai APEN vang dibagikan dalom rangka menyeimbangkan
keuangan untuk disalurkan ke seluruh daersh gunn mencukupi keperluan dasral sehagai bagian
dari pelaksansan desentralisasi. Dona Alokasi Umum, Pajak Daernh dan Retribusi Daerzh
memainkan peran peating dalam pembangunan. Dana Alokasi Umum ialah sejumlah dana dari

pemeratasn don diberikan aleh pemernntah pusat kepads daerah,

Tabel 1.5 Realisas! dan Pertumbuhan Dana Alokas! Umum di Kabupaten Ketapang
Tahun 2013-2021

Tahun Dana Alokasl Umum Pertumbuhan { %a)
013 Rp. 898 337.135.000,00 15.68

004 Rp. 1.020. 384603, 000,00 13,59

2015 Rp., 1070459827 (00,00 491

2016 Fp. L133.031.917.000.00 585

017 Ep. 1.122 269,.534.000,00 0,95

2018 Bp. 1.122.269.534.000,00 1]

2019 Ep. 1.149.707 988.000.00 244

2020 Ep. 1.040.646.678.000,00 -9.449

021 Ep. i - 100,00

Sumber - Badan Pusal Statistik Kobupaten Ketapang 2021 (diolal)



Tabel 1.5 menunjukan pendapatan Dana Alokasi Umum berfluktuasi selama pelaksanaan
desentralisasi fiskal dari tabun 2013-2021. Pertumbuban Dana Alokasi Umum mencatat
pertumbuhan negatif sebesar 5,85% menjadi -0.95% dari tahun 20015 hingga 2007,
Pertumbuban tahun 2018 tidak meningkat karena Dana Alokasi Umum yang diserahkan
pemerintah  pusat ke pemerintah doerah jumlahnya sama. Namun pada tahun 2019
pertumbuhan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Ketapang naik sebesar 2.44% akan tetapi di
tahun 2020 pertumbuhan Dana Alokasi Umum kembali mengalami penurunan vaitu sebesar -
949% dan kembali mengalami penurunan ﬂnﬁ:'ﬂhﬂ pida tabun 2021 pemerintah
Kabupaten Ketapang tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Fadillah (2014) dan Sungoto (2016) menyatakan
bakwa p-liuk daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Sedangkan menurut Sumual (2017) dan Kawung (2017) menyatakan babwa pajak daerah
berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan latar
belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Ketapang dari pendapatan daerah yang berflukinatif dengan melakukan penelitian kembali
guna meneliti lebih jauh mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Dagrah, Dana Bagl
Hasll Pajak, Dana Bagl Hasll Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokas! Umnm Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang Tahun 2013-20217

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah disebutkan diatas, maka penulis
merumuskan permasalaban sesual dengan penelitian vang akan dilakukan, yaitu:
1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

di Kabupaten Ketapang tahun 2003-20217



I

. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-20217

. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-20217

. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekcnomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-20217

. Apakah Pajak Daerah. Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana

Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadip Pertumbuhan Ekonomi di
Kabupaten Ketapang tahun 201320217

1.3 Tujuan Penelitlan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian i mmiﬂ_:'l"mjmu_w_hﬂﬂml

. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari Pajak Daersh terhadap Pertumbuhan

Ekanomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021,

. Untuk  mengetahui pengoruh positif dan signifikan dari Rewibusi Daerah terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 20132021,

. Untuk mengetahui pengaruly positif dan signifikan dari Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021.

. Untuk menp_;ttn!n&i pengansh ;m"lﬁf :i;lm"signiﬁlmn. dari Dama Alokasi Umum terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 20132021,

. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021.
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1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
menyusun strategi dalam mengatasi konflik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang,
2. Kegunaan ilmiah, dapat memberikan manfaat ilmiah untuk memberikan ide-ide bagi
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